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1. Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan keinginan yang kuat yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu usaha dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebaik-baiknya.
Indonesia adalah Negeri yang sangat kaya potensi alamnya yang sudah Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi tujuan migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. Bangsa-bangsa dari tanah Hindia, dataran Indocina. Mereka semua bermimpi untuk datang ke negeri Indonesia. Mereka membangun perahu-perahu agar dapat sampai ke tanah impian mereka yaitu tanah air Indonesia 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan yang sangat luas dan terdapat 9 (sembilan) wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Diantaranya Selat malaka, Laut Cina selatan dan laut Natuna, Laut Jawa dan selat Sunda, Selat Makassar dan laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan laut Maluku, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, Laut Arafura, Samudra Hindia. Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah dan berpenduduk yang banyak boleh berbangga serta bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bila tidak dikelola dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin akan tetap menderita sebagai bangsa yang miskin.[footnoteRef:2] [2: Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.1.] 


Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.“Perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya”.[footnoteRef:3] [3: Ibid, h.3.	] 

Perikanan bagi Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional.Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.“Pembangunan dan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga Negara”.[footnoteRef:4] [4: Ibid, h.4.] 

Ketersediaan sumber daya laut yang tinggi seharusnya mampu mengimbangi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.Namun pada saat ini ketersediaan sumber daya laut semakin menurun akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.Kerusakan pada biota laut misalnya disebabkan karena alat tangkap ikan, limbah pabrik, dan pencemaran laut lainnya mengakibatkan kerusakan pada hutan mangrove dan terumbu karang. Hutan mangrove dan terumbu karang merupakan tempat biota laut berkembang biak, yang pada dasarnya kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya laut.
Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan.Nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi).Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya. Sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berteknologi tinggi seperti pukat trawl, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (trawl) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan trawl.[footnoteRef:5] [5: IY. Setyadi, “Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 1 (2021), h.7.] 


Penggunaan pukat trawl inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional akan mendapatkan sedikit hasil laut dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi. Nelayan tradisional menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat trawlakan merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek sebagai contoh, pukat trawl dapat menangkap berbagai jenis ikan. Ikan-ikan berukuran kecil juga dapat tertangkap sehingga untuk jangka panjang, hasil laut  akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan secara besar-besaran. Hal-hal seperti inilah yang mampu menciptakan konflik nelayan di masyarakat pesisir.
Meredam konflik tersebut, maka pemerintah akhirnya membuat peraturan yang melarang penggunaan jaring yang tidak ramah lingkungan, seperti trawl, dalam melakukan pencarian ikan di laut. Peraturan tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu: 
1. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan  alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 
1. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.  Diterbitkannya aturan ini untuk mengingatkan bahwa alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti trawl, adalah terlarang penggunaannya di wilayah perairan Indonesia.
Penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring trawlbukanlah fenomena baru dalam kegiatan perikanan tangkap yang mengakibatkan kerugian baik bagi masayarakat nelayan dan juga negara sehingga pemerintah mengambil sikap tegas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan tersebut.
Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, yang meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangapan ikan menggunakan jaring trawldapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn dengan terdakwa Jepri Setiawan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Akibat perbutan tersebut terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 
[bookmark: _Hlk180427771][bookmark: _Hlk180427258]Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini terlalu ringan, sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian latar belakang dijatuhkan hukuman yang ringan terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tanpa izin di perairan teritorial Indonesia, sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis  Pertanggungjawaban Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring Trawl Tanpa Izin Di Perairan Teritorial Indonesia(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn)"

1. Rumusan Masalah
	Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan hukumpenangkapan ikan menggunakan jaring trawl tanpa izin di wilayah perairan territorial Indonesia ?
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tanpa izin di perairan teritorial Indonesia ?
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn ?

1. Tujuan Penelitian
	Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaturan hukumpenangkapan ikan menggunakan jaring trawl tanpa izin di wilayah perairan territorial Indonesia.
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tanpa izin di perairan teritorial Indonesia.
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn.

1. Manfaat Penelitian
	Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tanpa izin.
1. Secara Praktis :
1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tanpa izin
1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tanpa izin.
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